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                   ABSTRAK :  Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan 
bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Lombok Barat, perlu adanya upaya pengendalian gratifikasi sebagai 
perwujudan dari integritas pegawai negeri sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten Lombok Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara 
sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab; 

 
 Bahwa untuk meningkatkan pencegahan tindak pidana korupsi melalui 
pengendalian gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibuat Unit 
Pengendalian Gratifikasi  di Lingkunagn Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Lombok Barat; 
 

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :  

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
30 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Undang-undang Nomor 
5 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 
Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 53 
Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia 
Nomor 02 Tahun 2014, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 
2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 
Tahun 2023. 
 
Dalam Keputusan KPU Kabupaten Lombok Barat Nomor 37 Tahun 2025 diatur 

tentang :  

1. Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi  di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Lombok Barat; 

2. Tugas dan wewenang UPG di Lingkunagn KPU Kabupaten Lombok Barat 

meliputi : 

a. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, 

laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi di Lingkungan 

KPU Kabupaten Lombok; 



b. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan 

pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui 

Sekretaris Jenderal KPU dan Sekretaris KPU Provinsi NTB, untuk 

dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi 

Pemberantasan Korupsi; 

c. Menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan 

Gratifikasi kepada Ketua KPU Kabupaten Lombok Barat melalui 

Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Barat; 

d. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan 

Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU 

Kabupaten Lombok Barat; 

e. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan 

Korupsi dalam pelaksanaan Keputusan ini; 

f. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi 

yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi; 

g. Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau 

setiap Jajaran di Lingkungan KPU Kabupaten Lombok Barat terkait 

pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi; 

h. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat 

Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap 

jajaran Lingkungan KPU Kabupaten Lombok Barat dan melaporkan hasil 

penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU 

melalui Sekretariat KPU Provinsi NTB; dan 

i. Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh 

setiap Jajaran di Lingkungan KPU Kabupaten Lombok Barat dan/atau 

Pihak Ketiga. 

               CATATAN : -    Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Juli 2025 
- Lampiran 1 halaman.          


